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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolan Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung sebagai bentuk pertanggungjawaban
Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis
instansi. Laporan Kinerja ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian
kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan anggaran dan digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan
peningkatan Kkinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program/kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah

ditetapkan.

BPKAD Provinsi Lampung adalah Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah mengampu misi ke-2 yaitu
“Mewujudkan Good Governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan
pelayanan publik”. Untuk mewujudkannya, BPKAD Provinsi Lampung menetapkan 1
(satu) Sasaran Strategis dengan 1 (satu) Indikator Kinerja. Dengan tujuan yaitu
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat
Daerah dengan sasaran strategis yaitu Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan
Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sebagai tolak ukur pencapaian tujuan dan
sasaran sekaligus sebagai tolak ukur capaian kinerja ditetapkan 1 (satu) Indikator
Kinerja Utama (IKU) BPKAD Provinsi Lampung yaitu Opini Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target yang

ingin dicapai yaitu Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam upaya mencapai target Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
tersebut BPKAD Provinsi Lampung menuangkan dalam bentuk pelaksanaan program
dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis 2019-2024 yang
telah direvisi seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Kilasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah dimana sebelumnya perubahan ini didahului dengan Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi
Lampung menyelaraskan Perencanaan Pembangunan di Daerah dengan Pemerintah

Pusat.

Dalam rangka upaya pencapaian target di tahun 2022, telah disusun program
kegiatan dan sub kegiatan dan dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.520.617.645.756,25
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(satu triliun lima ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus empat
puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam koma dua puluh lima rupiah) dengan
realisasi anggaran mencapai Rp. 1.480.246.686.790,00 (satu trilyun empat ratus
delapan puluh milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh
enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 97,35%, sisa anggaran yang
tidak terealisasi yaitu sebesar Rp. 40.370.958.966,25 (empat puluh milliar tiga ratus
tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh
enam koma dua puluh lima rupiah) atau sebesar 2,65 %. Sehingga SILPA Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp. 40.370.958.966,25

Untuk Pencapaian Kinerja yang Sangat Tinggi ini, BPKAD Provinsi Lampung

Mempunyai Website resmi https://bpkad.lampungprov.go.id/ dan Instagram resmi

@bpkadprovlampung yang mengupdate kegiatan sehari-hari yang dilakukan dan
didukung dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPPKD) yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (SIPD) yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia. Pada tahun 2022 Aplikasi SIPPKD masih menggunakan Versi 2 yang
disebut Sipakde Veto dimana sistem E-planing dan e-budgeting sudah di gabung
menjadi satu domain dengan link Website : http://sippkd.lampungprov.go.id. . Serta

untuk meminimalisir terjadinya inkonsistensi antara program, kegiatan dan sub
kegiatan database modul perencanaan dan modul penganggaran sudah terintegerasi
sehingga output data dari proses perencanaan dapat secara otomatis digunakan sebagai
dasar dalam penyusunan penganggaran, pengelelolaan keuangan dan
pertanggungjawaban serta Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan
(HSPK) dan Analisis Standar Belanja (ASB), SIRUP LKPP aplikasi Kementrian
Keuangan, Aplikasi SIPD Kementrian Dalam Negeri, Aplikasi Moved Pembangunan
pada Biro Adbang dan Aplikasi Giospasial satu peta provinsi Lampung pada Bappeda.
Selain itu dalam rangka meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung telah memilik Website :

https://bpkad.lampungprov.go.id yang dapat diakses semua lapisan masyarakat

pengguna. Selanjutnya untuk bidang pengelolaan aset pada tahun 2021 telah
dikembangkan Aplikasi Rekonsiliasi Aset (Si Rena) dan Sistem Informasi
Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) yang tak hanya mampu menjembatani
laporan realisasi belanja modal dengan pelaporan aset daerah tetapi juga dapat menjadi
jurnal harian mutasi bertambah dan berkurangnya aset pada masing-masing unit
pengguna barang. Dan pada tahun 2022 aplikasi ini dikembangkan lagi dengan
menambahkan pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data inventarisasi aset daerah
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yang lebih efektif yaitu SI IBAD yang menjamin sustainability data aset meskipun
terjadi pergantian personil pelaksana penatausahaan aset pada Perangkat Daerah.

Dalam upaya pencapaian target indikator Kinerja yaitu opini BPK Watar
Tanpa Pengecualian (WTP), Alhamdulillah Pemerintah Provinsi Lampung telah
mendapatkan opini WTP 8 kali berturut-turut dan tahun 2022 akan menjadi tahun ke-
9 diraihnya opini BPK atas keberhasilan BPKAD Provinsi Lampung dalam menyusun
dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2022.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Limpahan
Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dibangun dan dikembangkan atas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur
Lampung serta dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
program, kegiatan dan sub kegiatan yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah
khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) BPKAD Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat menjadi tolak ukur

dalam peningkatan kinerja BPKAD Provinsi Lampung di masa yang akan datang.

Bandar L. ampung, Februari 2023
KEPALA,
—
| /\} _—
MARI ' O KURNIAWAN, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19801206 200212 1 010
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Provinsi Lampung
Tahun 2022 dilaksanakan berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan maupun
kegagalan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan juga
berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan bentuk
pertanggungjawaban atas anggaran yang dipercayakan di untuk mencapai target tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Good Governance —

untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

1.2. GAMBARAN UMUM

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. BPKAD secara
umum tugas dan fungsinya yaitu mempunyai tugas pokok membantu Gubernur
melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah
Provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPKAD Provinsi
Lampung juga mempunyai fungsi :
a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah,

perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;

b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah,
perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;

O
~

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset
daerah;
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d) Pembinaan teknis  penyelenggaraan  perencanaan  anggaran  daerah,

perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
e) Pelaksanaan administratif ; dan

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan
diturunkan melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah, makan susunan organisasi BPKAD Provinsi Lampung mengalami

perubahan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu terdiri dari:
a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah serta tugas lain
yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
b. Sekretariat

Mempunyai tugas membantu kepala baan dalam perumusan bahan
kebijakan, koordinasi pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
penyusunan program serta memberikan pelayanan administratif

penyelenggaran umum dan administrasi keuangan.
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi penyelenggaraan tugas
pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi
aspek penyelenggaraan administrasi umum, kelembagaan,

ketatalaksanaan, aparatur, dan rumah tangga.
2) Kelompok Jabatan Fungsional
c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan,
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan
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evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis,
administrasi dan sumberdaya di bidang perencanaan anggaran.

1) Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah bidang penyusunan anggaran
penpatan dan belanja daerah, penyusunan rencana dan program
kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan
koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan

anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan

Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah bidang Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Keuangan Daerah, penyusunan rencana dan program
kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan
koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan

anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3) Kelompok Jabatan Fungsional
d. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan,
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan
evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis,
admistrasi dan sumber daya di bidang perbendaharaan.

1) Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah bidang perbendaharaan belanja non
pegawai, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan
pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan
bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan dan

evaluasi, penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan
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Dana (SP2D), penatausahaan dan pembinaan pajak dan
menyusun laporan Anggaran Belanja Non Pegawai.

2) Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah terkait kas daerah, me yiapkan
rencana, program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi,
fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kas daerah.
3) Kelompok Jabatan Fungsional
e. Bidang Akuntansi

Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan teknis,
pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis di
bidang akuntansi.

1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan,
penyusunan rencana dan program Bidang Akuntansi dan
Pelaporan, pelaksanaan, pelayanan, koordinasi, administrasi,
pertanggungjawaban  pengeluaran  daerah,  penyusunan
akuntansi pengeluaran kas daerah serta penyusunan laporan
keuangan daerah.

2) Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah bidang pengendalian dan evaluasi,
penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan
administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan
penyelenggaraan sistem informasi, pencatatan Dana Non APBD
(DK/TP) dan monitoring PPK-BLUD.

3) Kelompok Jabatan Fungsional

f. Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota, dan Investasi
Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan,
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan

evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis,
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administrasi dan sumber daya di bidang evaluasi dan pembinaan APBD
Kab/Kota dan Investasi.

1) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota
Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah bidang evaluasi dan pembinaan
administrasi  Kabupaten/Kota, penyusunan rencana dan
program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan
koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi
dan pembinaan administrasi keuangan daerah, meliputi sistem
administrasi keuangan daerah, pengelolaan keuangan maupun
sistem regulasi keuangan daerah yang akan disusun dan
dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

2) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
umum  pemerintah  daerah  bidang  evaluasi  dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota,
penyusun rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan
administrasi, fasilitasi dan koordinasi.

3) Kelompok Jabatan Fungsional

g. Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan,
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan
evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis,
administrasi dan sumberdaya di bidang Analisa Kebutuhan Aset
Daerah, Bidang Pemanfaatan Dan Perubahan Status Hukum Aset
Daerah Dan Bidang Penatausahaan Aset Daerah.
1) Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset
Daerah
Mempunyai tugas menyiapkan administrasi pemanfaatan,
pemanfaatan, pemeliharaan ,pengamanan, pengendalian,
pengawasan, penyimpanan barang daerah, perubahan status
hukum aset daerah.
2) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah
Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, penggunaan,
dan penyusunan neraca aset daerah, serta pengembangan
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Teknologi Informasi dan Pengembangan Sumber
Manusia.

3) Kelompok Jabatan Fungsional
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STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN KELOMPOK JABATAN
UMUM DAN FUNGSIONAL
KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG
PERENCANAAN
ANGGARAN DAERAH

KEPALA BIDANG
PERBENDAHARAAN

KEPALA BIDANG
AKUNTANSI

]

]

KEPALA SUB BIDANG
KEBIJAKAN DAN
PENYUSUNAN APBD

KEPALA SUB BIDANG
PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM
INFORMASI
KEUANGANDAERAH

KEPALA SUB
BIDANG
PENGELOLAAN
PENGELUARAN KAS

]

KEPALA BIDANG
PENGELOLAAN
ASET DAERAH

]

KEPALA BIDANG EVALUASI
& PEMBINAAN APBD
KAB/KOTA DAN INVESTASI

KEPALA SUB BIDANG
AKUNTANSI DAN
PELAPORAN

KEPALA SUB BIDANG
PENATAUSAHAAN
ASET DAERAH

KEPALA SUB
BIDANG
PEMBINAAN
PENGELOLAAN KAS
DAERAH

KEPALA SUB BIDANG
PENCATATAN NON
APBD & PEMBINAAN
PKK BLUD

KEPALA SUB BIDANG
PEMANFAATAN DAN
PERUBAHAN STATUS
HUKUM ASET DAERAH

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

]

KEPALA SUBBIDANG
EVALUASI & PEMBINAAN
APBD KAB/KOTA

KEPALA SUBBIDANG.
EVALUASI & PEMBINAAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
KAB/KOTA

KELOMPOK JABATAN

—1 FUNGSIONAL
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Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung terdiri atas 25

jabatan struktural yaitu :

= Eselon lla (Kepala Badan) : 1 orang
= Eselon Illa (Sekretaris) : 1 orang
= Eselon Illa (Kepala Bidang) : 5 orang
»= Eselon IVa (Kepala Sub Bagian) : 1 orang
= Eselon IVa (Kepala Sub Bidang) : 10 orang

Adapun komposisi ASN di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sbb :
Tabel 1.1
Komposisi PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Total
1. Strata 3
2. Strata 2 (Pascasarjana) 92
3. Strata 1 (Sarjana) 30
4. Diploma4
5. Diploma 3 10
6. SLTA 9
Jumlah 141

*sumber data kepegawaian dari aplikasi simpedu tanggal 8/5/21

Tabel 1.2
Komponen Antar Sub Unit PNS berdasarkan kualisifikasi Pendidikan

No URAIAN S3 S2 S1 D4 D3 SLTA | JML
1 | Kepala Badan - 1 - - - - 1
2 Sekretariat - 14 8 1 1 24
3 Bidang Perencanaan Anggaran
14 3 2 1 20
Daerah
4 | Bidang Perbendaharaan - 9 6 - 1 2 18
5 Bidang Pengelolaan  Aset
23 4 4 3 34
Daerah
6 | Bidang Akuntansi - 15 6 - - 1 22
7 | Bidang Evaluasi dan Pembinaan
15 4 - 2 1 22
Kabupaten/Kota
Jumlah - 91 31 - 10 9 141

*sumber data kepegawaian dari aplikasi simpedu tanggal 31/12/2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Aparatur Sipil

Negara (ASN) dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
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Lampung relatif baik dengan 64,5 % berpendidikan S2, dan 22 % berpendidikan S1,
sedangkan 13,48 % dan sisanya berpendidikan sarjana muda dan SLTA. Namun bila
dilihat dari latar belakang ilmu/keahlian dengan bidang tugas belum sepenuhnya sesuai

dengan formasi/pekerjaan yang ada.

Ditinjau dari kepangkatan/golongan, komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah

Golongan 111, dengan rincian sebagai berikut :

- Golongan IV : 32 Orang
- Golongan Il : 94 Orang
- Golongan 1l : 7 Orang
Tabel 1.3
Komposisi antar sub unit PNS berdasarkan golongan pangkat
No URAIAN AV 1 1] | Jmi
1 Kepala Badan 1 1
2 Sekretariat 4 20 1 24
3 Bidang Perencanaan Anggaran Daerah 1 18 1 20
4 Bidang Perbendaharaan 4 12 2 18
5 | Bidang Pengelolaan Aset Daerah 10 20 4 34
6 Bidang Akuntansi 4 18 - - 22
7 Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota 8 13 1 22
Jumlah 32 101 8 - 141

*sumber data kepegawaian dari aplikasi simpedu tanggal 31/12/2022

1.4  PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Permasalahan yang dihadapi BPKAD Provinsi Lampung sesuai tugas dan fungsi
pelayanan, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan aturan dan sistem/mekanisme yang digunakan dalam pengelolaan keuangan
Daerah. Adanya perubahan peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat di bidang
pengelolaan keuangan Daerah yang seringkali terjadi tentunya menuntut Pemerintah
Daerah untuk segera dapat menerapkan aturan baru tersebut di daerahnya masing-masing.

2. Inflasi Provinsi Lampung yang tercatat dalam 5 tahun terakhir selalu berada diatas tingkat
inflasi nasional menyebabkan kondisi harga barang dan jasa yang cepat berubah,
sedangkan proses penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) membutuhkan waktu sehingga
mengakibatkan anggaran yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan.Kapasitas SDM
yang belum memadai dalam menghadapi tuntutan perubahan baik dalam hal berlakunya

peraturan baru ataupun perkembangan teknologi sebagai bagian dari berlakunya SPBE
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1.5

10.

Keterlambatan informasi dan tata keuangan dari Perangkat Daerah (SKPD). Selaku Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung,
keberhasilan pelaksanaan tugas BPKAD Provinsi Lampung sangat terkait dengan tingkat
kemampuan SKPD dalam menyampaikan informasi data keuangannya secara tepat dan
akurat, namun demikian dalam pelaksanaannya, SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi
Lampung tidak seluruhnya dapat menyampaikan informasi atau data keuangannya secara
tepat waktu, khususnya terkait penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) SKPD.
Keterlambatan ini pada akhirnya akan berakibat semakin lamanya waktu dalam menyusun
dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kurangnya komitmen aparatur pengelolaan keuangan Daerah terhadap aturan di Bidang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penyajian informasi dan laporan keuangan daerah
yang masih belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan peraturan bidang
keuangan daerah lainnya yang berlaku. Selain itu tidak diberlakukannya sanksi tegas
terhadap pelanggaran aturan yang terjadi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada
rendahnya komitmen aparatus pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi
Lampung yang semakin memperparah komitmen para aparatur pengelola keuangan daerah.
Kurangnya kompetensi dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah di level
tingkat Perangkat Daerah yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan
yang berlaku. Ketidaksesuaian ini lebih cenderung kepada tingkat kontrol pengelolaan
keuangan yang sangat lemah. Hal ini disebabkan tidak diterapkannya pengeloaan internal
dengan instrument yang baik.

Kurangnya kemampuan teknis akuntansi (penyusunan laporan keuangan) pada tingkat
Perangkat Daerah menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan PD harus selalu
dipandu oleh Bidang Akuntansi BPKAD sehingga penyerahan laporan hampir mencapai
batas waktu.

Kendala sistem jaringan internet pada saat penggunaan aplikasi khususnya entri data
serentak pada seluruh perangkat daerah

Kurangnya komitmen Pengguna Barang dalam upaya Penertiban dan Pengamanan Aset
Daerah

Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait perolehan
data dukung.

Penertiban aset daerah yang belum optimal yang disebabkan kurangnya informasi dan

pemahaman masyarakat atas aset daerah.

ISU-ISU STRATEGIS
Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Lampung adalah

kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya
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signifikan bagi BPKAD Provinsi lampung di masa yang akan datang. Isu-isu strategis BPKAD
Provinsi Lampung dapat diidentifikasikan dari berbagai permasalah pembangunan yang ada dan
telaah terhadap kondisi aktual, diantaranya : (1) permasalahan pembangunan di Provinsi lampung;
(2) Situasi lokal, regional, nasional dan global yang mempengaruhi pembangunan di Provinsi
Lampung; (3) Kebijakan pembangunan daerah di sekitar Provinsi Lampung; (4) Strategi dan arah
kebijkaan pembangunan Provinsi Lampung yang tertuang pada dokumen RPJPD,RTRW,KLHS
dan Rencana Aksi Daerah Tujuan pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Lampung.
yang berasal dari permasalahan yang dihadapi selama tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui peningkatan
pengelolaan sistem informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur
pengelola keuangan dan aset daerah.

2. Mempertahankan perolehan predikat WTP yang merupakan opini Badan Pemeriksa
Keuangan atas LKPD

3. Meningkatkan upaya optimalisasi realisasi anggaran Perangkat Daerah sebagai salah satu
upaya mengatasi stabilitas perekonomian daerah.

1.6 Landasan Hukum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Provinsi Lampung ini disusun
berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang — undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih,
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

3. Undang — undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Yahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4614

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi dan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendataan dan
Belanja Daerah TA 2021

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung

13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Provinsi Lampung

14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.

15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022

1.7 INOVASI DAERAH

Dalam mendukung inovasi daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Provinsi Lampung mempunyai website http//bpkad.lampungprov.go.id
el el OaK/s 0osaa MAE ~S. 319 A =
“r - spkad. lampungprov.go.id £

Selarmat Datang Dl Portal wek
Bcacdcar Peoerricgerlenlcacary Kervscaricgeaary cldcary Acsseast
[Dcacercaby Prowinmssi Laarvaipouanica

Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung
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Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung

dan media Instagram @bpkadprovipg resmi yang berisikan info-info actual dan into
kegiatan rutinitas yang dilakukan serta sudah terintegritas dengan aplikasi SIPPKD, si-

Rena dan E-rekon berikut penjelasannya:

1. SIPPKD Versi 2 (SIPAKDE VETO)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah agar lebih
transparan dan efektif dan efisien, mulai Tahun 2019 Pemerintah Provinsi
Lampung telah mengintegrasikan antara E-Planning dan E-Budgeting sesuali
dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018 Tanggal 22 Oktober
2018 Tentang Aplikasi SIPPKD dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor
G/441/V1.06/HK/2021 tentang Penetapan Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun
2020-2021 serta Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor
G/564/V1.02/HK/2018 Tanggal 26 November 2018 Tentang Standar Operasional
Prosedur Aplikasi SIPPKD di Lingkungan Pemprov Lampung. E-planning dapat
diakses menggunakan website E-RKPD dengan alamat
http//www.sippkd.lampungprov.go.id dan aplikasi E-RKPD dikelola oleh Bappeda

Provinsi Lampung, sedangkan aplikasi e-Budgeting dikelola oleh BPKAD Provinsi

Lampung.

Pada Tahun 2020 sampai sekarang pengguna aplikasi yang terintergrasi
pada proses Perencanaan, Penganggaran Pengelolaan Keuangan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Standar Satuan Harga (SSH), Harga
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Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Belanja (ASB) Integrasi
Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD)
dengan SIRUP LKPP Aplikasi Kementerian Keuangan, Intergrasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) aplikasi Kementerian Dalam Negeri,
Intergrasi SIPPKD dengan Aplikasi Moved Pembangunan pada Biro Adbang serta
Intergrasi Apikasi Giospasial satu peta Provinsi Lampung pada Bappeda.
Diharapkan dengan aplikasi tersebut konsistensi antara perencanaan dan

ﬁ 900

APLIKASI SIPPKD

penganggaran dapat diwujudkan.

PEMERINTAN
PROVINS! LANPUNG

» (oe0uT

SISTEM INFORMASI PER
PENGELOLAAN KEU

mmw

Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung
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Tahapan Perencansan : RANCANGAN AKMIR RKPD

Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung

SIPPKD dalam perannya untuk mendukung pencapaian indikator tujuan
Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung
yaitu Reformasi Birokrasi, yaitu dengan menjadi salah satu dari 3 (tiga) area
perubahan menuju Birokrasi yang bersih dan akuntabel, sebagai berikut :

e Manajemen Perubahan, melalui Penandatangan Pakta Integritas pada seluruh
ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Assesment Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Rencana Aksi Agen Perubahan,
Evaluasi dan Rencana Aksi Budaya Kerja

e Penguatan Akuntabilitas melalui penyusunan Rencana Aksi dan Perjanjian
Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2022,
Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
(SIPPKD), reviu Dokumen Perencanaan, peningkatan implementasi SAKIP,
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

e Penguatan Pengawasan melalui Penguatan Zona IntegritasWBK/WBBM,
Pembinaan SPIP, Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung, Pembinaan Integritas Aparatur (LHKPN
100%), Unit Pengendalian Gratifikasi dan Penerapan Saberpungli

2. SI-IBAD (Sistem Informasi Inventarisasi Barang Daerah)

Berdasarkan ~ Surat  Keputusan ~ Gubernur  Lampung  Nomor
G/441/V1.06/HK/2021 tentang Penetapan Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun
2020-2021, Aplikasi Sistem Informasi Inventarisasi Barang Daerah (Si IBAD)
dilatarbelakangi oleh banyak faktor, antara lain adalah Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
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Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang penerapannya dikawal oleh
MCP KPK dan oleh Auditor BPK RI. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai
masalah yang terjadi padasahaan Aset Daerah pada Pemerintah Daerah di seluruh
Indonesia, diantaranya aplikasi aset yang kurang informatif menyebabkan
sustainability data aset tidak terjaga pada saat petugas penatausahaan aset baik di
tingkat Perangkat Daerah maupun pada badan terjadi pergantian petugas yang
melaksanakan pengelolaan BMD.

A I

BPKAD ) “ovins Lampung

e e

Sl IBAD

Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung

Mengingat kewajiban untuk menyajikan data aset yang lebih rinci sesuai
dengan peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung harus melakukan
persiapan dengan melaksanakan inventarisasi aset untuk melengkapi data yang
kurang informatif di dalam aplikasi, mengidentifikasi data-data aset yang tidak
diketahui keberadaanya, memperbaiki data aset yang pencatatannya tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, mendata aset yang memelukan tindak lanjut, seta
mengidentifikasi aset terutama gedung dan bangunan yang belum tercatat pada

buku inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui BPKAD Provinsi Lampung
berinisiatif untuk melaksanakan inventarisasi aset melalui validasi dan rasionalisasi
Data BMD dngan aplikasi yang terintegerasi dingga diharapkan akan lebih efektif
dan efesien, mengingat penambahan 360 Unit Pengguna barang akibat pengalihan
kewenangan pendidikan menengab dan pendidikan luar biasa dari Kabupaten/Kota
ke Pemerintah Provinsi Lampung sehingga pelaksanaan inventarisasi dan

pengolahan data inventarisasi secara manual tepat lagi untuk diterapkan.
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Melalui aplikasi Si IBAD dapat diwijudkan digitalisasi pelaksanaan
inventarisasi aset daerah, sehingga masing-masing unit pengguna barang dapat
melakukan inventarisasi secara mandiri dan mengurangi ketergantuangan terhadap
tim dari BPKAD selaku badan yang melaksanakan tugas pengelolaan BMD.
Sehingga peran BPKAD selaku badan pengelolaan aset BMD lebih kepada
pembinaan, konsultasi, monitoring, pemberian rekomenddasi tindak lanjut hasil
inventarisasi dan menjaga proses inventarisasi agar sesuai dengan juknis yang telah

dirancang.
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BAB 11
PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERUBAHAN RENSTRA 2019-2024
A. VISI DAN MISI

Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Lampung disusun berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan merupakan tindak lanjut
dari ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dimana pelaksanaan tugas
dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan
Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah,
berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Lampung.

Rencana Strategis BPKAD Provinsi Lampung 2019-2024, disusun dengan maksud
menyediakan dokumen pedoman perencanaan komprehensif jangka menengah (lima
tahunan) yang menggambarkan visi dan misi yang kemudian dijabarkan dalam tujuan,
sasaran dan program kegiatan organisasi perangkat daerah untuk mencapai harmonisasi
perencanaan pembangunan daerah dan acuan bagi BPKAD Provinsi Lampung dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam mendukung mencapai tujuan pembangunan
daerah. Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Rencana Strategis BPKAD Provinsi

Lampung adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman perencanaan Anggaran pembangunan dalam menentukan
prioritas program dan kegiatan tahunan.

2. Memaparkan gambaran kondisi umum BPKAD Provinsi Lampung serta sekaligus
memberikan arah dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan

visi dan misi kepala daerah.

3. Memudahkan penyusunan arah kebijakan, program, dan kegiatan secara terpadu,

terarah, dan terukur pada BPKAD Provinsi Lampung.

4. Sebagai Tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan BPKAD Provinsi

Lampung.
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Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah yang akan dicapai periode Tahun 2019-2024

diuraikan sebagai berikut:
Visi = “Rakyat Lampung Berjaya”

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenubhi

kondisi sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan
aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa
ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar
kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan
berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat
investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart)
dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik
dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam
berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan
masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang
kontraproduktif terhadap pembangunan.

3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang
lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik
dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam
memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan
dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang
lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan,

pendidikan, dan kesehatan.
MISI

Dalam rangka mencapai Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka Misi

Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 — 2024 ditetapkan sebagai berikut:
1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.

2. Misi-2: Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan

pelayanan publik.

3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak,

pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
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4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan

konektivitas wilayah.

5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah

perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan

bersama.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut, BPKAD Provinsi
Lampung mengampu Misi ke-2 yaitu “Mewujudkan *Good Governance™ untuk
Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik”, untuk mencapai tujuan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan sasaran pembangunan pada
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan dicapai dengan
dukungan BPKAD Provinsi Lampung adalah Meningkatnya Kualitas Implementasi
Reformasi Birokrasi. Sehingga ditetapkanlah Nilai Reformasi Birokrasi sebagai Indikator
Kinerja Utama dan Tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai Indikator
Kinerja Daerah (IKD) yang diampu oleh BPKAD Provinsi Lampung

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan
Keuangan Daerah yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah , menghasilkan
perubahan secara menyeluruh terhadap dokumen perencanaan yang diawali dengan
Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Lampung yang diselaraskan dengan penyusunan Dokumen Perubahan

Rencana Strategis (Renstra) di tiap — tiap Perangkat Daerah.
B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

Untuk mendukung realisasi pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran Kepala
Daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024,
maka dirumuskan langkah-langkah operasional yang lebih terarah dalam bentuk penetapan
tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai oleh BPKAD Provinsi Lampung. Dalam hal
ini telah ditetapkan tujuan dengan 1 (satu) sasaran strategis dan 1(satu) indikator sasaran

sebagai tolak ukur kinerja, yaitu sebagai berikut :

TUJUAN

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah
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SASARAN
Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

INDIKATOR

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BPKAD sebagaimana disajikan pada Tabel
2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA
BPKAD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024

TARGET KINERJA
N TUJUAN INDIKATO TARGE SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PADA
0 R TUJUAN T SASARAN TAHUN KE-

2021 2022 2023 2024

Meningkat Terwujudnya Opini BPK terhadap
nya kinerja Kepatuhan Laporan Keuangan

pengelolaan terhadapmKebijakan | Pemerintah Daerah
keuangan dan Pengelolaan
aset daerah Keuangan dan Aset

Daerah

Sumber : Cascading BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2021-2024

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka BPKAD Provinsi Lampung telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bertujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan Kkinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

Dalam penetapan indikator Kinerja, perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai
berikut :

1. Relevant : indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara
objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang
pencapaian apa yang diukur.

2. Well-Defined : definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah
untuk dimengerti dan digunakan.

3. Measurable : indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang
disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 31
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG TA. 2022



a. Indikator kinerja kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit;

b. Indikator kinerja kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin

dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang

dihasilkan; dan

c. Indikator kinerja biaya mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk

mencapai sasaran Kinerja.

4. Appropriate : pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/

Kinerja.

5. Reliable : indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan

Kinerja.
6. Verifiable

digunakan untuk menghasilkan indikator.

: memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam system yang

7. Cost-effectife: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator Sasaran Strategis

BPKAD Provinsi Lampung yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Tahun

2019-2024, berkaitan dengan informasi kinerja disajikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024

Aset Daerah

dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP)

Alasan Pemilihan:
Dalam rangka meningkatnya Pengelolaan
Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta tercapainya opini
BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (WTP)

Cara Perhitungan:
Penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan

berdasarkan UU No.15 Th.2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara dan UU No.15 Th.2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan

N KINERJA INDIKATOR SATUA PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan PENANG | SUMBE KETERANGAN
0. UTAMA KINERJA N Indikator, Cara Perhitungan Indikator) GUNG R DATA
UTAMA JAWAB

1. | Terwujudnya | Opini BPK Opini Makna Indikator: BPKAD | BPKAD | -PERATURAN MENTERI
Kepatuhan terhadap WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) adalah Opini DALAM NEGERI REPUBLIK
Terhadap Laporan tertinggi yang diberikan oleh BPK selaku Badan INDONESIA NOMOR 64
Kebijakan Keuangan Pemeriksa atas LKPD atau Laporan Keuangan TAHUN 2013 TENTANG
Pengelolaan Pemerintah Pemerintah Daerah terhadap kewajaran PENERAPAN STANDAR
Keuangan Daerah penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan, AKUNTANSI
dan dimana hasil pemeriksaan tersebut akan PEMERINTAHAN

BERBASIS AKRUAL

PADA PEMERINTAH
DAERAH,

- PERATURAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH,

- PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR
64TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2022

Indikator Kinerja Utama dalam Revisi Renstra 2019-2024 dilaksanakan sejak tahun

2020 dikarenakan pada tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
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Lampung belum memiliki tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Sehingga

sasaran strategis pada Revisi Renstra 2019-2024 ini baru diimplementasi di tahun 2020.

D. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA (P-PK) TAHUN 2022

Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) 2022 BPKAD Provinsi Lampung disajikan
pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BPKAD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2022
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BAB Il1
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dalam
hal ini BPKAD Provinsi Lampung telah menetapkan tujuan dan sasaran dalam dokumen
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode 2019-2024 dan dituangkan lebih lanjut pada
dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) tahun
2022. Pada bab ini selain akan dilakukan pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran juga akan
diuraikan tentang akuntabilitas keuangan terhadap seluruh anggaran yang diterima oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam rangka pencapaian Kinerja

BPKAD Provinsi Lampung.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Tujuan dan Indikator
Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah
menentukan apa yang menjadi Tujuan dan Kinerja Utama dari instansi pemerintah yang
bersangkutan. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Berikut ini adalah acuan kinerja yang digunakan oleh BPKAD Provinsi Lampung sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan suatu
organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar hasil ( outcome ) berbagai program dan
kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

Indikator Sasaran Strategis
Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian
suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan

satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 ini BPKAD merujuk pada
Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada Perubahan Perjanjian
Kinerja tahun 2022, Perubahan Rencana Strategis BPKAD tahun 2020-2024 dan Perubahan
RPJMD tahun 2020-2024.
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Adapun Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan BPKAD adalah Opini Badan Pengelolaan
Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan target Opini WTP
(wajar Tanpa Pengecualian atau UnQualified Opinion, yaitu opini yang menyatakan bahwa
laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material,
posisi keuangan, hasil usaha, arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung menetapkan
indikator kinerja utama yaitu Opini Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini tentunya akan menjadi tolak ukur dari
kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam upaya

mencapai tujuan dan misi Perangkat Daerah.

Namun untuk mencapai target sasaran yang juga telah ditentukan dalam Perubahan
Perjanjian Kinerja 2022 tersebut, perlu didukung dengan hasil capaian atas pelaksanaan
program dan kegiatan dengan pengukuran seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan dengan kriteria predikat pengukuran keberhasilan

pencapaian program dan kegiatan seperti tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA
No IntervaIKI\ilri]I:rijl;{ealisasi Rata-Rata % Capaian
3 76% — 90% Tinggi
4 66% — 75% Sedang
5 51% — 65% Rendah

Sumber data : Permendagri Nomor 86 Th 2017
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Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor pendukung
tercapainya atau sebab tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, BPKAD Provinsi Lampung akan menampilkan data penilaian
tingkat pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan dan penilaian tingkat
pencapaian target dari indikator Kkinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen
Perubahan Renstra 2019-2024 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Pelaporan Kinerja
didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, hasil review dan Perubahan
Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Kepala BPKAD Provinsi Lampung Provinsi
Lampung Nomor : 900/1959/V1.02/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan
Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung, dimana telah ditetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu terwujudnya
Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan 1 (satu)
Indikator Kinerja Utama yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Dan target yang diharapkan dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2021 ini adalah
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

3.2  CAPAIAN IKU BPKAD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

Secara umum BPKAD Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam
mewujudkan visi dan misi BPKAD Provinsi Lampung menetapkan 1 (satu) Tujuan, yaitu
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset Daerah, 1 (satu) Sasaran Strategis,
yaitu Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset Daerah
dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD.

Berikut ini adalah capaian indikator kinerja utama BPKAD Provinsi Lampung
Tahun 2022 dijelaskan dalam tabel :

Tabel. 3.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET  CAPAIAN
KINERJA = KINERJA

Terwujudnya  kepatuhan terhadap | Opini BPK WTP Dalam
kebijakan pengelolaan keuangan dan Proses
Aset Daerah
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Sumber : data olahan BPKAD Provinsi Lampung

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja PERUBAHAN RENSTRA 2019 —
2024 (IKU/P-PK 2022)

BPKAD Provinsi Lampung telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu
Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. Opini BPK yang menjadi target BPKAD Provinsi Lampung untuk
mewujudkan tujuan organisasi adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelola dan tanggung
jawab mengenai keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara hal ini mencakup seluruh unsur keuangan negara.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan akan
menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan
rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan
kesimpulan. Opini yang merupakan hasil pemeriksaan merupakan pernyataan profesional
pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan

keuangan.

Adapun kriteria dalam kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan

keuangan antara lain:

Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

A 0D e

Efektivitas sistem pengendalian intern.

Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan
opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan. Segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai, hasil pemeriksaan yang dilakukan
oleh BPK akan disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). Setiap
laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan

kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang

diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion,
menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara
wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas
entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion, menyatakan
bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam
semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk
dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3.  Opini Tidak Wajar atau adversed opinion, menyatakan bahwa laporan keuangan
entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha,
dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.

4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak
Memberikan Pendapat (TMP), menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan
pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk

membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya
adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan
daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang besangkutan dapat mengekspresikan
akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat).
Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban
APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan
negara menjadi tanggung jawab masing- masing entitas pelaporan. Sementara BPK
bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas
yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disebut juga unqualified opinion
adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan
secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas

entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini
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WTP merupakan opini tertinggi yang diharapkan untuk dicapai oleh setiap organisasi,

sebagai bentuk capaian akuntabilitas instansinya.

Berikut ini akan diuraikan pencapaian atas sasaran strategis yang telah dicapai oleh
BPKAD Provinsi Lampung :

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2019, 2020, 2021, 2024 dan
Target Nasional

Sasaran Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset Daerah
IKU Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Satuan Opini
2019 2020 2021 2022

Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi | Capaian Realisasi | Capaian
WTP WTP 100% WTP WTP 100% WTP WTP WTP Dalam Dalam

Proses Proses

SumbeSumber : data olahan BPKAD Provinsi Lampung dan RPJM

Indikator sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama BPKAD yaitu
Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan target yaitu Opini WTP.
Hal ini sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, namun
karena pada saat dokumen laporan akuntabilitas kinerja ini dibuat, pemeriksaan oleh BPK
masih dalam proses sehingga realisasi Kinerja belum dapat diungkapkan. Namun dapat
dikatakan bahwa jika opini BPK yaitu WTP dapat diraih kembali untuk ke-9 kalinya, maka
presentase capaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung adalah 100% dengan kategori
kinerja Sangat Tinggi dan sesuai target yang diperjanjikan.

Tabel 3.4 Pencapaian Sasaran Strategis RPJIMD dan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis

IKU Opini BPK terhadap LKPD
Satuan Opini
2024 Nasional
Capaian Realisasi
WTP Belum Tercapai WTP

Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung

Selanjutnya pada tabel dikatakan bahwa target akhir RPJIMD Provinsi Lampung
adalah WTP, dengan demikian bila dibandingkan maka capaian kinerja BPKAD Provinsi
Lampung mencapai 100%. Demikian pula bila dibandingkan dengan target Nasional maka
pencapaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung berdasarkan hasil penilaian atas LKPD
Provinsi Lampung sesuai dengan yang diharapkan dimana target Nasional adalah WTP.

Tercapainya Opini WTP adalah merupakan tolak ukur capaian tertinggi atas

penilaian akuntabilitas suatu organisasi. Pemerintah Provinsi Lampung yang telah
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menerima Opini WTP atas pemeriksaan LKPD selama 8 kali berturut-turut dan tahun ini
akan menjadi tahun ke-9 opini WTP menjadi tolak ukur keberhasilan capaian akuntabilitas
berhasil diraih. Hal ini merupakan prestasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam
mempertahankan prestasi tersebut, yang tentunya dapat diraih dengan segenap upaya
menjalankan perannya melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang

Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasarannya, BPKAD Povinsi Lampung menjabarkan

tugas pokok dan fungsinya ke dalam 3 program, 15 Kegiatan dan 77 Sub Kegiatan.
Ketiga Program tersebut adalah :
1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari ketiga program yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung terdapat 2 program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis
yang menjadi Indikator Kinerja Utama yaitu Program Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagaimana kedua program ini akan mempengaruhi pencapaian sasaran strategis pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan dijelaskan dalam Bab ini.

Dan untuk predikat realisasi capaian kinerja program dapat diukur dengan menggunakan
kriteria skala Nilai Peringkat Kinerja yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, dengan kategori capaian

dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Pada program ini telah ditetapkan :

1) sasaran program : Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan
Pemerintah. Daerah

2) indikator program : Presentase kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan

Pemerintah Daerah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG TA. 2022




3) formulasi : jumlah laporan keuangan PD sesuai dengan SAP dibagi jumlah laporan
keuangan PD dikali 100%

Dalam pelaksanaannya, program ini dijabarkan menjadi 6 kegiatan, dan 37 sub
kegiatan dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2022

Capaian indikator Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 98,33%, berdasarkan
tabel diatas capaian ini masuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini membuktikan
bahwa pencapaian target kinerja pada program ini memberi pengaruh atas pencapaian
sasaran strategis yang menjadi IKU BPKAD Provinsi Lampung. Dengan tercapainya
semua target kinerja kegiatan akan mendorong pencapaian target kinerja program
dimana akan menghasilkan target indikator sasaran program yang diharapkan yaitu
Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang
terbukti dengan meningkatnya presentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang
sesuai dengan SAP sehingga mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD)

2) Program Pengelolaan Aset Daerah
Pada Program Pengelolaan Aset Daerah telah ditetapkan :

1) Sasaran Program : Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan aset/Barang
Milik Daerah

2) Indikator Program : presentase kualitas dan kapasitas pengelolaan aset/Barang
Milik Daerah

3) Formulasi : jumlah laporan BMD sesuai SAP dibagi Jumlah laporan BMD dikali
100%
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Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah diatur melalui :

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan,
Kodefikasi Barang Milik Daerah

Gambar 3.1 Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah :

Siklus Pengelolaan BMD

(Permendagri No 19 Tahun 2016 )

Perencanaan Xebutuhan
din Ponganggaron
. .
[ Pemtiinann, Pangawasan dan Pongadann
Pangandalian
m

Pomindahtanganan "ﬁmpmanun dan
Pemeliharaan

Sumber Data Olahan Permendagri No 19 Tahun 2016

Pelaksanaan Program Pengelolaan Aset Daerah dijabarkan dalam 1 kegiatan dan 13
Sub Kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian seperti
pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Capaian Kegiatan Pengelolaan BMD

Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2022

Capaian kinerja program ini berdasarkan skala Capaian Kinerja pada Permendagri Nomor

86 Tahun 2017 masuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menjadikan tercapainya target kinerja
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Program atau sasaran program dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan
aset/BMD yang menjadi sasaran program. Capaian program ini tentu saja mendukung pencapaian
sasaran strategis dengan menghasilkan Laporan BMD yang sesuai dengan SAP sehingga

mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII-B tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
dinyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 dinyatakan bahwa
Laporan keuangan Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling
lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Melalui laporan keuangan PD inilah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah selaku SKPKD membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan
untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Atas dasar peraturan tersebut BPKAD Provinsi Lampung melaksanakannya dengan
mewujudkan capaian kinerja kedua program diatas, dimana capaian kinerja program akan menjadi
faktor utama mewujudkan sasaran strategis, yaitu Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikatornya yaitu Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Apabila ke-2 program diatas dapat dilaksanakan dengan baik yang
berarti pencapaian target sasaran program juga berhasil dicapai, hal ini tentunya akan memberikan
hasil yang optimal terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) yaitu
yang memenuhi kriteria kewajaran informasi keuangan hingga target Opini (WTP) Wajar Tanpa

Pengecualian yang merupakan Pernyataan Profesional BPK dapat diraih.

Deskripsi diatas dapat dijelaskan melalui gambar tabel seperti dibawah ini, dimana gambar grafik
3.2 menjelaskan bagaimana pencapaian indikator program berbanding lurus dengan hasil capaian

Indikator kinerja utama.

Gambar 3.2 Grafik Keterkaitan Capaian Program terhadap Sasaran Strategis

sasaran strategis

sasaran program —SeSH FANSPIrAERImn

Sumber data olahan BPKAD Provinsi Lampung
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Dari gambar diatas terlihat jelas bagaimana capaian kedua sasaran program berbanding
lurus dengan capaian sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama BPKAD Provinsi

Lampung.

Selanjutnya dengan melihat gambar 3.3 dibawah ini juga dapat menjelaskan bagaimana
opini BPK WTP dapat diraih oleh Pemerintah Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun 2022 dimana LKPD dapat disusun sesuai Kriteria penilaian tertinggi
dengan tercapainya dua capaian sasaran program pendukung yaitu Meningkatnya kualitas dan
kapasitas pengelolaan keuangan Pemda dan meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan
aset/BMD.

ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN
TERWUJUDNYA KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Meningkatnya
Terwujudn Kualitas dan Kapasita
ya Pengelolaan
Kepatuhan uangan Pemda
Terhadap
Kebijakan
Pengelolaa
n
Keuangan
dan aset

Opini BPK

terhadap

Laporan

Keuangan

Pemerintah Presentase

Daerah kualitas dan
dapasitas
pengelolaan aset
/BMD

Daerah T
) -

Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung

Dapat pula dijelaskan melalui Gambar 3.3 diatas bahwa tercapainya sasaran strategis
BPKAD Provinsi Lampung yaitu Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tercapainya sasaran program “meningkatnya
kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan Pemerintah daerah” dengan Indikator “Presentase
kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah terlaksana dengan realisasi
anggaran sebesar 83,58% dengan capaian kinerja 97,29% dimana walaupun berada pada tingkat

dibawah target yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 , namun

masuk dalam kriteria pencapaian sangat tinggi. Hal ini berarti indikator sasaran program ini dapat
mendukung pencapaian indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Lampung.
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FAKTOR PENGHAMBAT

Didalam pencapaian kinerjanya. BPKAD Provinsi Lampung mempunyai kendala yang

tentunya menjadi faktor penghambat , sebagai berikut:

1) Kurangnya komitmen dari para Pengguna Barang dalam hal penertiban dan pengamanan aset,
seperti contohnya dalam hal upload dokumen Pembelian, photo barang dan Kontrak Nota
pembel ian ke dalam aplikasi, padahal hal ini sangat diperhatikan oleh tim pemeriksa. Bahkan
KPK telah memetakan 8 area intervensi Pemerintah Daerah yang menjadi fokus pencegahan
korupsi :

e Perencanaan dan Penganggaran
e Pengadaan Barang & Jasa

e  Perizinan

e Pengawasan APP

e  Manajemen ASN

e Manajemen Aset Daerah

e Optimalisasi Pajak Daerah

e Tata kelola Dana Desa

2) Dalam hal penatausahaan aset, penyerahan dokumen laporan Aset Perangkat Daerah yang tidak
tepat waktu, menyebabkan terhambatnya penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3) Dalam hal penatausahaan aset dan penertiban aset milik Pemerintah, di lapangan banyak
dijumpai pihak-pihak yang tidak mengetahui atau tidak memiliki pemahaman tentang hal ini
terutama untuk penertiban aset-aset yang dikuasai pihak luar.

4) Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Dengan mencermati beberapa hal diatas tentunya diharapkan hal-hal tersebut diatas dapat menjadi
perhatian bagi seluruh Perangkat Daerah dan BPKAD khususnya dapat menemukan langkah-
langkah kebijakan untuk mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk lebih berkomitmen dalam

hal pengelolaan dan penatausahan keuangan dan aset Perangkat Daerahnya.

FAKTOR PENDUKUNG

Dan berikut ini menjadi faktor-faktor pendukung didalam mewujudkan sasaran strategis

BPKAD Provinsi Lampung, yaitu sebagai berikut :

1. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil konsolidasi
Laporan Keuangan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung TA. 2022 disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 101 tahun 2016

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
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Dalam rangka percepatan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah TA. 2022,
BPKAD Provinsi Lampung telah melakukan Penyampaian Surat Edaran tentang

penyampaian data

w

BPKAD Provinsi Lampung memiliki komitmen akan berlangsungnya kontinuitas dalam
melaksanakan pemantauan, pengarahan serta bimbingan atas rekonsiliasi terhadap
pelaporan akuntansi keuangan periode bulanan, triwulan dan semesteran khususnya untuk

pendapatan, Dana transfer pusat dan Dana BLUD

&

Penyampaian laporan keuangan tepat waktu sesuai yang dimaksud dalam Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

o

Penggunaan inovasi di dalam pengelolaan keuangan dan aset Daerah yaitu dengan
berkembangnya Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan keuangan Daerah
Versi 2 (SiPakde Veto)

BPKAD Provinsi Lampung pada tahun 2020 dalam rangka mendukung Pencapaian
Indikator Kinerja Utama, telah melakukan terobosan dengan melaksanakan integrasi E-Planning
dan E-Budgeting dalam proses perencanaan dan penganggaran di mulai dari penyusunan RKPD,
KUA PPAS, dan APBD. Sistem E-Planning dan E-Budgeting ini kemudian dibangun dengan
Aplikasi yang diberi nama “Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan
Daerah (SIPPKD) Provinsi Lampung” Versi 1 Aplikasi ini berbasis Standar Satuan Harga
(SSH) serta proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD yang dirintis sejak
awal tahun 2018 bersama Korsupgah (Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan) KPK yang ditandai
dengan penandatangan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung oleh Gubernur Lampung dan
Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.

Pada tahun 2021 Aplikasi SIPPKD sudah menggunakan Versi 2 dimana sistem E-planing
dan e-budgeting sudah di gabung menjadi satu domain dengan link Website

http://sippkd.lampungprov.go.id.

Aplikasi SIPPKD Provinsi Lampung Versi 2 saat ini telah dijadikan sampel oleh Kementerian
Keuangan untuk melakukan proses integrasi dengan Aplikasi Sinergi 4.2 yang baru dilaunching
dengan mengirimkan data APBD TA. 2021 dan Provinsi Lampung akan dijadikan contoh model
Pemda (Provinsi) yang berhasil mengirimkan data ke SIKD melalui Sinergi (Integrasi). Dan untuk
tahun 2022 Aplikasi SIPPKD Versi 2 dikembangkan lagi dengan menampilkan database modul
perencanaan dan modul penganggaran yang sudah terintegerasi sehingga output data dari proses
perencanaan dapat otomatis digunakan sebagai dasar dalam penyusunan penganggaran. Hal ini

dapat meminimalisir terjadinya inkonsistensi antara program, kegiatan dan sub kegiatan pada
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http://sippkd.lampungprov.go.id/

RKPD yang diinput dalam modul perencanaan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada
KUA PPAS yang diinput dalam modul penganggaran seta lebih memudahkan dalam melakukan
evaluasi dan pemantauan.

Selain itu untuk mengatasi kendala-kendala serta permasalahan yang dihadapi, BPKAD
Provinsi Lampung telah melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan Rekonsilasi Neraca Aktiva Tetap dalam rangka Penyusunan LKPD
Provinsi Lampung.

Sumber data BPKAD Provinsi Lampung

- Melaksanakan kegiatan penertiban aset Pemerintah Provinsi Lampung yang dikuasai

oleh pihal lain dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian Daerah (POLDA),
BKN, Kejaksaan, KPK dan Sat Pol PP.

Sumber data BPKAD Provinsi Lampung
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Sumber data BPKAD Provinsi Lampung

- Melaksanakan komitmen untuk memperbaiki dan menyehatkan aset-aset Provinsi

PROGRESS PENERTIBAN 36 ASET PEMERINTAH PROVINSI

ASET TANAH DI WAY DADI

Terlaksananya penjualan tanpa lelang dan hasil penilaian DJKN sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku, hasil penilaian dijadikan dasar penjualan., yaitu pelepasan
lahan kepada Sendra Congfangdry seluas 396m2 senilai Rp. 567.059.459 dan kepada
PT. Sabar ganda seluas 20.375m2 senilai Rp. 25.354.362.901,69

ASET TANAH DI WILAYAH SABAH BALAU

DALAM PROSES SIDANG DI PENGADILAN NEGRI TJK

ASET TANAH DI WAY HUI

SEDANG PROSES PENGAJUAN KASASI DI PENGADILAN TINGGI

ASET LAINNYA

DALAM PROSES PENERTIBAN OLEH MASING PERANGKAT DAERAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

Sumber Data BPKAD Provinsi Lampung
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Berikut ini penjelasan atas Opini BPK WTP yang diraih oleh Pemerintah Provinsi
Lampung pada tahun 2021 sebagai berikut :

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang -
Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang — undang
terkait lainnya, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas
dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan
Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan Opini atas Kewajaran Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Lampung dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan
terhadap Ketentuan Peraturan Perundang — undang.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian intern dan kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang - undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian
Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang -
undangan disajikan dalam laporan Nomor 24A/LHP/XVI11.BLP/05/2022
tanggal 11 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pokok- pokok hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung

yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

1) Opini atas Laporan Keuangan
Menurut opini BPK, laporan yang disebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 31 Desember 2020,
dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan
ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

2) Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK
juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern
dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor
24A/LHP/XVI11.BLP/05/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari laporan ini
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3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN PAGU DAN REALISASI KEUANGAN TAHUN
2022

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas
pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai BPKAD Provinsi
Lampung dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD)
Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.1.520.617.645.756,25 (satu
triliun lima ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh
ratus lima puluh enam koma dua puluh lima rupiah) dengan realisasi anggaran APBD Tahun 2022 sampai
dengan Triwulan 1V BPKAD Provinsi Lampung adalah sebesar Rp.1.480.246.686.790,00 (satu trilyun
empat ratus delapan puluh milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu

tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 97,35%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja
tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 2021 dapat dilihat pada
Tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.6

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
BPKAD PROVINSI LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

. Pagu Anggaran Realisasi a
No _ - Misi (Rp) (Rp) %
1. |Misi 2 : Mewujudkan "good govemance 1.520.617.645.756,25| 1.480.246.686.790,00| 97,35

untuk meningkatkan kualitas dan
pemerataan pelayanan publik

Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk
pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh BPKAD Provinsi

Lampung pada tahun 2022.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi ke-2 BPKAD Provinsi
Lampung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2022

sebagaimana Tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7
EFEKTIFITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN MISI BPKAD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022
Capaian Anggaran
Kategori I‘rjlginll:;tgr Kinerja Realisasi (Rp.)
(%)
Misi 2
1. |Sangat Tinggi 98,97 1.480.246.686.790,00 87,35
2. |Tinggi
3. |[Sedang
4. |Rendah
5. |Sangat Rendah
Jumlah 98,97 1.480.246.686.790,00 87,35

Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2022
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Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi BPKAD Provinsi Lampung,
dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi

organisasi.

Pada P-APBD Tahun 2022 BPKAD Provinsi Lampung secara umum tidak mengalami efisiensi
tetapi dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran maka dari itu ada kegiatan yang
anggarannya bertambah ataupun berkurang, namun demikian APBD Perubahan Tahun 2022
bertambah dimana belanja operasi sebelum perubahan sebesar Rp. 1.482.065.683.207,96 setelah
perubahan bertambah sebesar Rp. 38.551.962.548,29

Belanja Operasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
dalam APBD Perubahan TA.2021 sebanyak 3 Program, 15 kegiatan dengan 77 Sub-Kegiatan
dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertambah sebesar Rp.

7.129.328.341,61

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak
mengalami perubahan anggaran yaitu sebesar Rp. 407.443.800,00

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang semula Rp. 93.899.269.935,94
bertambah menjadi Rp. 100.646.171.277,55

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tetap pada anggaran sebesar
Rp.451.230.800,00

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mengalami pengurangan anggaran dari
Rp3.711.620.100,00 menjadi Rp. 3.676.019.900,00

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
bertambah menjadi Rp. 320.393.600,00

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertambah menjadi Rp.
1.335.152.800,00

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
bertambah menjadi Rp. 924.902.000,00

8. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tetap dengan jumlah
anggaran Rp. 50.000.000,00

Program Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan tambahan anggaran dari semula

Rp.1.374.452.755.172,02 menjadi Rp. 1405.875.389.378,70

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah tetap dengan anggaran
Rp. 3.295.058.300,00

2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota tidak mengalami
perubahan Rp. 1.328.155.200,00
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3. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah tetap di pagu Rp.
1.073.723.000,00

4. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tetap
pada pagu Rp. 1.803.528.200,00

5. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah bertambah
menjadi Rp. 1.396.016.457.878,70 dari semula Rp. 1.364.593.823.672,02

6. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan Daerah tetap pada pagu Rp. 2.358.466.800,00

c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak berubah pada pagu Rp.
6.930.942.200,00
1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak mengalami perubahan

3.5 Prestasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Provinsi

Lampung yang Diraih Selama Tahun 2022

1. Pernyataan Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah
prestasi pemerintah Provinsi Lampung yang menjadi sasaran strategis BPKAD Provinsi
Lampung dalam hal Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 yang diterima

pada tanggal 22 Mei 2022 oleh Gubernur Lampung.

Sumber Data BPKAD Provinsi Lampung, 2022
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporun atas Laporan Keuangan

Berdssarkan Undang-Undang Nomee 15 Tabun 2004 fentang Pemeniksasn Pengelofaan dan
Tanggung Juwab Kevangan Negam dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 teatang Badan
Pemerikss Keuangan, BPK telah memenksa Laparan Keuangan Pemerintah Proviesi Lampuag,
yeng terdin dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laparan Realisasi Anggaran, Laporun
Perubshan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Opernsional, Laporan Arus Kas, dan Lupoean
Perubzhan Ekuitas untuk talan yang bemkhir pada tanggaltanggal tersebut, serta Catatan atas
Lepocun Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan

Pemorintab Provansi Lampung bertanggung jawab atns penyusunan dan penyajian wajur lspomn
keuangan sesuai dengnn Standar Akuntans Permerintalsen dan pengendalian intem yang memadal
untuk meayusun Japorun kevangan yang bebas dan saloh saji material, baik yang disehabkan oleh
kecursngan maupun kesalahan

Tanggung jawab BPK

Tmggung jawasb BPK adalsh untuk menyatakan suatu opemi atas laporan keuangan berdasarkan
penweriksaan BPK. BPK meloksanakan pemerikssn berdasarkan Standar Pemeriksaan Keusngon
Nogara. Standar terscbut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta mesencanakan dan
melasksanokan pemenksaan untuk memperoleh keynkinan yang memadai apaksh Iaporin
keuangan tersebut bebas dan kesalahan penyajian material,

Sustu pemoriksaan meliputi pemgujinn  bukt-bukti yeng mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalum laporan kevangan. Prosedur yung dipilih mendasarkan pada pertimbangan
professonal Pemeriksa, termasuk penilzian risiko kesalahan penyujien yang material dalam
laporan kevangan, baik yang discbabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, Dalam melikukan
penilaion rsiko, Pemerikss mempertimbangian pengendalinn intem yang relevan dengan
penyusuman dan penyaginn wajor laporan kewsnpan Pemerintsh Provinsi Lampang untuk
menmeang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kandist yang ada, tetapi bukan uncuk
tujuan menyntakan opini atas efektivitss pengendulian intem Pemerintah Provinsi Lampung
Pemeriksaan yung dilskukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntanst
yang digunakan don kewajmn estimasi akuntonsi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi
Lampung, serta evaduas atas penyujien laporan keuangan secar keseluruhan.

BPK yakin babwa bukti pemerilcsain yang telah diperolch adalsh cukup dan tepat, scbagai dasar
untuk menyazakan opini BPK.

BPK Perwakilan Provins Lanpusg ,“ dﬂummhhns

Sumber Data BPKAD Provinsi Lampung, 2022
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Oplini

Menarut opini BPK, lsporan Keuangan yung disebut i atas, menynjikan secara wajar, dalam
semun bl yang matertal, posisi kevangan Pemerintah Provirsi Lampung mnggal 31 Desember
2020, dan realisast onggaran, perubaban saldo onggaran lebily operasional, ans kas, serta
perubaban ekuitas untuk ahun yang berakhir pada tangynl-tanggal tersebut, sesuni dengan
Standar Akuans: Pemerintaban,

Laporan Hasil Pemeriksoan atas SPI dan Kepatuhan

Uneuk memperoteh keyakinan yang memadai atas kewajoran loparan keuangan tersebit, BIK
Juga melakukan pemerikssan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap
peramuenn perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalion Intern dan
Kepatutan  terhadap  Peraturan  Perundang-undangan  dissiikan  dalam  Lapoman  Nomor
I7.B/LHP/XVILLBLPOS/2021 tanggal 23 April 2021, yang merupakan bagian tiduk terpesahkan
darl tapoenn i,

Bandor Lampang, 23 April 2021
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Peonnggung Jawanb Pemeriksaan,

. ‘{,ZM
Yogama, S.E, MM, Ak., CA, CSFA.
QH epister Negara Akuntan No. RNAYIET /

BPE Pervskilan Proving Lampung Habaman 2 dun 5

Sumber Data BPKAD Provinsi Lampung, 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG TA. 2022




2. Pemerintah Provinsi Lampung juga menerima plakat penghargaan atas diraihnya Opini
BPK WTP selama 5 (lima) kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD)

AKU A NS |

Sumber Data BPKAD Provinsi Lampung, 2022

Sumber Data BPKAD Provinsi Lampung, 2022
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3. Apresiasi atas Pencapaian Realisasi APBD berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor : 903/4300/SJ Tanggal 12 Agustus 2021 yang diterima pada bulan Juni 2022

RSP

FrakaiMmasker #HindariKerumunan
- #HJIagasarak #CucirTangan

Jadi Salah Satu Provinsi dengan
Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2021,
Gubernur Arinal Djunaidi Terima

Penghargaan dari Kemendagri y .
O el

oz Jacl Salah Satu FProvinsi dengan Realisasi APBD Tertinggi

Fahun 2027, Gubernur Arinal Djunaidi Terima Penghargaan
dari Kemendagri

Sumber Data BPKAD Provinsi Lampung, 2022

4. Penghargaan dari Kementrian Keuangan RI atas kinerja penyaluran tercepat Dana Transfer
ke daerah dan Dana Desa pada penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Se-Indonesia yang

diterima oleh Gubernur Lampung pada tanggal 8 April 2022

o 0 g0 O30 SR : —
& S B e s T D =|EL 2

Sumber Data BPKAD Provinsi Lampung, 202
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5. Penghargaan dari BPJS Kesehatan yang diberikan kepada Gubernur Lampung atas
keberhasilan cakupan kepesertaan BPJS di Provinsi Lampung dari Kabupaten/ Kota per
Oktober 2022 yang mencapai 86,08 persen dengan peserta JKN 7.662.171 jiwa, dari
8.901.566 jiwa penduduk. Penghargaan ini deserahkan pada tanggal 12 Oktober 2022.

Sumber Data BPKAD Provinsi Lampung, 2022

6. Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Kategori Peer Colaboration dari Kementrian
Keuangan RI, diserahkan langsung oleh Bapak Jose Arif Lukita, tenaga pengkaji
Optimalisasi Kekayaan Negara mewakili Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara dan diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Bp. Ir. Fahrizal Darminto,
MA

T s L ALY TR, 3
DT TR RTHTeTT T o <>
/ \ W s »

Pemprov Lampung Terimma
Anugerah Reksa Bandha dari
Kemenkeu RI

Peanghargaan diserahkan secara langsung oleh Jose Arf Lukito,
Tonoago Fongkall Qpthmalisasl Kekayaorn Nogora rmvawa kil iKantor
Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan diterima Sekdaprowv
Lampung Fahrizal Darminto

T P —— T P

@ werw. st gpoid . (e AT L rae— B

Sumber Data BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2022
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Sumber Data BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2022

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP TA 2021

A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA

1) Dokumen perencanaan agar disusun secara cermat sehingga dokumen tersebut dapat
berlaku sesuai dengan periodenya dan tidak selalu direvisi

Jawaban Tindak Lanjut :

a. Padatahun 2021 BPKAD telah menyempurnakan perumusan Sasaran Strategis dan
dilanjutkan dengan merevisi penetapan IKU (Indikator Kinerja Utama), yaitu
dengan menggabungkan sasaran strategis yang semula terpisah antara pengelolan
keuangan dan aset menjadi 1 yaitu terwujudnya kepatuhan terhadap pengelolaan
keuangan dan aset daerah. hal ini ddilakukan dengan pertimbangan bahwa sesuai
dengan Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia No.64 Th.2013 tentang

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Th 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam
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Negeri Republik Indonesia No. 64 Th. 2020 tentang pedoman Penyusunan
Anggaran dan Belanja Daerah TA 2021 bahwa dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) yang menjadi dokumen bahan pemeriksaan BPK telah

mencakup juga Laporan Pengelolaan Aset/BMD

b. Penyesuaian Dokumen Perencanaan dilakukan sesuai ketentuan melakukan
sinkronisasi/penyesuaian terhadap peraturan baru yaitu Permendagri Nomor 90 Th
2019 dan Kepmen Nomor 050-5889

2) Indikator kinerja disusun dengan memenuhi kriteria SMART dan mencerminkan
kinerja PD

Jawaban tindak lanjut :

Penetapan Indikator Kinerja BPKAD Provinsi Lampung telah memenuhi Kriteria
SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-bound goals) yaitu
bahwa Indikator Kinerja yang ditetapkan yaitu Opini BPK terhadap LKPD memiliki
kejelasan tentang tujuan yang akan dicapai, dapat diukur dengan formula yang telah
ditetapkan oleh BPK, dapat tercapai dengan semua sumber daya yang dimiliki, dan
sejalan dengan misi yang akan dicapai, dengan target waktu capaian 5 tahun

3) Agar Rencana Aksi yang disusun secara dinamis dan dapat dipantau capaiannya secara

berkala
Jawaban tindak lanjut :

BPKAD Provinsi Lampung telah menyusun Rencana Aksi TA 2021 dan telah

dievaluasi dalam dokumen Evaluasi Rencana Aksi TA 2021
B. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA

1) Agar BPKAD Provinaai Lampung dapat membuat pedoman teknis pengukuran

kinerja dan pengumpulan data kinerja
Jawaban tindak lanjut :
Pencapaian Kinerja telah dimuat dalam dokumen LKIP BPKAD Provinsi Lampung

2) Agar data terkait pencapaian kinerja dapat menjadi dasar penyesuaian , pemberian

/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan

Jawaban tindak lanjut :
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Pemberian tunjangan kinerja/penghasilan dilakukan sesuai aturan yang berlaku yaitu
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Pemberian

Tunjangan Daerah di Lingkungan Pemerintah
C. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA

1) Agar dokumen laporan kinerja dapat memuat/mengungkap seluruh informasi tentang
pencapaian Kinerja

Jawaban tindak lanjut :
Pencapaian Kinerja telah dimuat dalam dokumen LKIP BPKAD Provinsi Lampung

2) Agar dokumen laporan kinerja dapat menginfokan efesiensi atas penggunaan sumber
daya dalam pencapaian kinerja

Jawaban tindak lanjut :

Efesiensi penggunaan sumber daya dalam hal implementasi program kegiatan dalam
pencapaian Kinerja telah dimuat dalam dokumen LKIP BPKAD Provinsi Lampung

2021 yaitu pada halaman 61
D. EVALUASI ATAS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

1) Agar BPKAD Provinsi Lampung dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas

evaluasi SAKIP sebelumnya
Jawaban tindak lanjut :

BPKAD Provinsi Lampung telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas evaluasi
SAKIP sebelumnya

2) Agar BPKAD Provinsi Lampung dapat memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP untuk

mendukung efektivitas dan efesiensi kinerja
Jawaban tindak lanjut :

BPKAD Provinsi Lampung telah memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP untuk

mendukung efektivitas dan efesiensi kerja
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban
tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan Laporan
Kinerja ini merupakan langkah dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2022 ini dapat menggambarkan
kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja
kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan

keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2022 BPKAD Provinsi Lampung menetapkan Tujuan yaitu Meningkatnya
kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah serta menetapkan 1 sasaran strategis yaitu
terwujudnya Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan (satu)
Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja

Perubahan Tahun 2022 yang ingin dicapai yaitu Opini BPK terhadap LKPD .

Selain pengukuran sasaran dan indikator kinerja guna meningkatkan akuntabilitas kinerja
pemerintah maka setiap Instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
diperlukan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi
Pemerintah. Dalam hal ini BPKAD Provinsi Lampung memperoleh capaian Indikator Kinerja
Utama dengan hasil terbaik yaitu Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas pemeriksaan
LKPD.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 pada BPKAD Provinsi
Lampung berupaya mencapai target kinerja dan menyempurnakan proses penganggaran dengan
menyusun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi
Rp.1.520.617.645.756,25 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.1.480.246.686.790,00 atau
sebesar 97,35%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2022 BPKAD Provinsi Lampung
memiliki SILPA sebesar Rp.40.370.958.966,25.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Provinsi Lampung
Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPKAD Provinsi Lampung
kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil

bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.
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